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ABSTRAK 

Pindah agama yang merupakan bagian dari kebebasan beragama 

merupakan hal yang masih cukup kontroversial dalam perspektif hukum Islam 

dan perundang-undangan Indonesia. Namun ada pemikiran dari Abdullah Saeed 

yang mencoba melakukan kompatibilitas antara hukum Islam dan HAM terhadap 

status pindah agama. Dari latar belakang tersebut penilitian ini akan 

mempertanyakan dua hal: yakni bagaimana pemikiran Abdullah Saeed mengenai 

kompatibilitas antara HAM dan hukum Islam tentang kebebasan pindah agama 

dan relevansi pemikiran Abdullah Saeed tentang kebebasan pindah agama bagi 

perundang-undangan di Indonesia. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) 

dengan menggunakan pendekatan kualitatif-normatif. Sedangkan metode analisis 

data yang digunakan adalah deskriptif analitik. Dalam metode pengumpulan data, 

penyusun menggunakan metode observasi, studi pustaka, dokumentasi, dan 

wawancara. 

Hasil penelitian menunjukkan pandangan Abdullah Saeed bahwa prinsip 

yang diangkat oleh HAM dan hukum Islam memiliki benang merah yang benar-

benar kompatibel, yaitu hak kebebasan memilih keyakinannnya berdasarkan hati 

nuraninya dan hak untuk hidup. Tak seorang pun dapat memaksakan kehendak 

orang lain, termasuk negara. Begitu pula dalam hukum Islam, tidak boleh ada 

paksaan dalam memeluk agama. Sehingga pelaku pindah agama seharusnya tidak 

mendapatkan sanksi di dunia. Oleh sebab itulah pentingnya relevansi pemikiran 

Abdullah Saeed untuk memperbaharui beberapa peraturan perundang-undangan 

dan hukum perdata di Indonesia yang terkesan diskriminatif terhadap orang yang 

melakukan pindah agama.  

 

 

 

 

Kata Kunci: Pindah Agama, Kebebasan Beragama, Hukum Perdata. 



 

v 

ABSTRACT 

 

Apostasy which is part of freedom of religion is still quite controversial in 

the perspective of Islamic law and Indonesian legislation. However, there is an 

opinion from Abdullah Saeed who is trying to make compatibility between 

Islamic law and human rights regarding the status of apostasy. From this 

background, this research will question two things: namely how Abdullah Saeed 

thinks about the compatibility between human rights and Islamic law regarding 

freedom of religious conversion and the relevance of Abdullah Saeed's thoughts 

about freedom of changing religion for legislation in Indonesia. 

This type of research is library research using a qualitative-normative 

approach. The used method of analyzing data is a descriptive analytic one. In the 

method of data collection, the author uses the method of observation, literature 

study, and documentation. 

The results of this study show that Abdullah Saeed points out that the 

principles raised by human rights and Islamic law have a thread that is truly 

compatible, namely the right to freedom of choice of one's beliefs based on one's 

conscience and the right to life. No one can impose the will of others, including 

the state. Likewise, in Islamic law, there should be no compulsion in embracing 

religion, so that the perpetrators of changing religions should not get sanctions in 

the world. That is why it is important that the relevance of Abdullah Saeed's 

thoughts is to improve several private laws and regulations in Indonesia that seem 

discriminatory against people who change their religions. 
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MOTTO 
 

“Don’t waste your time always searching for those wasted years. 

Face up, make your stand. And realize you’re living in the golden 

years.” 

- Iron Maiden - 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Hak asasi manusia (HAM) atau yang disebut juga dengan human rights 

merupakan bagian yang melekat pada diri individu sejak awal mula kelahirannya 

dan tidak dapat direnggut oleh individu lain, sekelompok masyarakat, maupun 

negara. Artinya, HAM ini adalah hak yang bersifat kodrati. Yang terkemuka di 

antara para pendukung doktrin hak kodrati adalah John Locke. 1  Locke 

berargumentasi bahwa semua individu dikaruniai oleh alam, hak yang inheren 

atas kehidupan, kebebasan dan harta, yang merupakan milik mereka sendiri dan 

tidak dapat dipindahkan atau dicabut oleh negara. Tetapi, Locke juga 

mempostulatkan bahwa untuk menghindari ketidakpastian hidup dalam alam ini, 

umat manusia telah mengambil bagian dalam suatu kontrak sosial atau ikatan 

sukarela, yang dengan itu penggunaan hak mereka yang tidak dapat dicabut oleh 

siapapun.2  

HAM telah menawarkan kesetaraan dan kebebasan kepada umat manusia 

sehingga semestinya tidak akan ada isu-isu deskriminasi, eksploitasi, serta 

pembatasan hak sesama manusia. 3 Kontroversi berkepanjangan terhadap Hak 

Asasi Manusia merupakan pembahasan yang selalu menjadi isu yang tiada 

1  John Locke, The Second Treatise of Civil Goverment and a Letter Concerning 
Toleration, disunting oleh J. W. Gough (Oxford: Blackwell, 1946) 

2 Scott Davidson, Hak Asasi Manusia: Sejarah Teori, dan Praktek dalam Pergaulan 
Internasional, terj. A. Hadyana Pudjaatmaka, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2008), hal. 37. 

3 Yahya Ahmad Zein,”Konsep Hak Asasi Manusia dalam Islam (Mengungkap Korelasi 
antara Isalam dengan HAM)”. Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1 No. 1 (Tahun 2015), hal. 93. 
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hentinya dibicarakan sampai detik ini.  Hal tersebut berlandasakan historisitas 

pembentukan HAM yang melibatkan masalah-masalah politik, agama, dan budaya 

pembuatnya sehingga produk HAM yang ditetapkan berbeda-beda. 4  HAM 

merupakan isu yang terus berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Hal 

tersebut dapat dilihat dari tingginya minat masyarakat dari berbagai lapisan. Isu 

ini berkembang dikarenakan dalam proses penegakannya seringkali terdapat 

penyimpangan dengan dicampuradukkannya tatanan nilai yang ada.5 

Dalam perkembangannya, HAM dengan hukum Islam sampai saat ini pun 

belum menemukan titik temu yang absolut. Masih terlalu banyak kontroversi yang 

terjadi di kalangan sarjana muslim tentang kompatibilitas HAM dengan hukum 

Islam. Anggapan bahwa permasalahan ini muncul ke permukaan dikarenakan 

banyaknya penafsiran dan ketidakjelasan HAM dalam ranah Islam yang berujung 

pergeseran (modifikasi) konsep ham barat bahkan penolakan konsep tentang hak 

asasi manusia ini.  

Terlepas dari persepsi umum yang bertentangan, ada wacana yang dinamis 

tentang hak asasi dalam pemikiran Muslim saat ini. Namun, tidak ada konsensus 

di antara para sarjana tentang pertanyaan apakah Islam dan HAM itu cocok. 

Beberapa pemikir Muslim telah menganut gagasan HAM dengan mengambil 

posisi bahwa HAM pada dasarnya kompatibel dengan Islam. Sarjana lain 

berpendapat bahwa pandangan-pandangan kontemporer tentang HAM adalah 

secara fundamental bertentangan dengan Islam. Pemikir-pemikir lain melihat 

4 Oktoberiansyah, "Riddah dan HAM : Menelusuri Jejak Historis Masa Awal Islam", As-
Syir'ah, vol. 36. No. 1, (2002), hlm. 27. 

5 Pernyataan ini berangkat dari banyaknya karya tulisan yang berkaitan dengan hak asasi 
manusia. Abdullah An-Naim misalnya, ia menulis buku yang berkaitan tentang Hak Asasi 
Manusia, khususnya yang menyangkut dengan ajaran Islam dan praktek kenegaraan. 
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ketegangan antara dua tradisi tersebut, tetapi percaya bahwa kedua tradisi tersebut 

sama sekali tidak bertentangan satu sama lain.6 

Sejumlah sarjana telah berusaha untuk mengatasi atau menjawab perdebatan 

mengenai Islam dan HAM Internasional dalam beberapa tahun terakhir. Beberapa 

sarjana berpendapat bahwa di kalangan umat Islam, pandangan bahwa HAM dan 

Islam tidak sesuai sebenarnya tidak datang dari mereka yang beroposisi terhadap 

konsep HAM itu sendiri. Namun, hal itu mencerminkan kekecewaan dan protes 

terhadap hegemoni Barat dan akibatnya terhadap setiap ideologi yang tampaknya 

diperjuangkan oleh negara-negara Barat.7 Meskipun begitu, mungkin hal tersebut 

muncul dari persepsi bahwa Barat mempunyai standar ganda ketika menyikapi 

HAM karena Barat bereaksi secara beragam terhadap pelanggaran di bawah rezim 

negara yang mayoritas penduduknya muslim, dibandingkan dengan sikapnya 

terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh rezim non-Muslim.8 

Salah satu aspek HAM yang paling diperdebatkan di kalangan pemikir muslim 

adalah kebebasan beragama. Hal ini mungkin disebebakan oleh adanya elemen-

elemen HAM yang tampak bertentangan dengan ajaran Islam, seperti kebebasan 

berpindah agama. Human Rights Committee: General Comment No. 22 

menyatakan, 

6 Abdullah Saeed, Hak Asasi Manusia dan Islam: Pengantar tentang Perdebatan Inti 
antara Hukum Islam dan Hukum Internasional tentang Hak Asasi Manusia, terj. Syafiq Multazam 
Syafa dkk., (Yogyakarta: Baitul Hikmah Press, 2021), hal. V. 

7  Farrukh B. Hakeem, M.R, Haberfeld, and Arvind Verma, Policing Muslim 
Communities: Comparative International Context (New York: Spinger, 2012), hal. 45-6 

8  Hakeem, Haberfeld, and Verma, Policing Muslim Communities, 46. Lihat juga 
Abdullahi A. An-Naim, Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights, and 
International Law (Syracuse, NY: Syracuse Uneversity Press, 1990) hal. 159. 
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“Kebebasan untuk “menganut atau menerima” suatu agama atau 

kepercayaan juga  mencakup kebebasan untuk memilih agama atau 

kepercayaan, termasuk hak untuk mengganti agama atau kepercayaan yang 

dianutnya dengan agama atau kepercayaan lain, atau untuk mengadopsi 

pandangan ateisme, serta hak untuk mempertahankan  suatu agama 

atau kepercayaan.”9 

Namun beberapa hal yang tercantum pada kutipan di atas, seperti hak mengganti 

agama atau kepercayaan dan hak mengadopsi ateisme, dilarang di dalam ajaran 

Islam. Bahkan, disebutkan di dalam kitab-kitab fiqih bahwa orang yang murtad 

(keluar dari agama Islam) dipandang melakukan pidana dengan konsekuensi 

hukuman mati.10 Meskipun demikian, sebagian pemikir muslim tidak sepemikiran 

dengan hukuman mati atas orang yang murtad. Sebagai contohnya, Abdullah 

Saeed. 

Penulis memandang bahwa penelitian yang membicarakan tentang kebebasan 

pindah (mengganti) agama perlu dilakukan. Adapun fokus penelitian ini adalah 

pemikiran Abdullah Saeed tentang tema tersebut didasarkan pada alasan berikut 

ini: 

Pertama, belum adanya penelitian tentang hal ini. Memang ada banyak 

penelitian tentang tokoh tersebut, namun penelitian-penelitian itu membicarakan 

tentang metode penafsiran kontekstualis yang dikemukakan olehnya.   

9 Human Rights Committee, “General Comment No. 22”, [5] hal. 2. 
10  Lihat Muhammad ibn Abd al-Rahman, Rahmat al-Ummah fii ikhtilaf al-a’immah, 

(Beirut: Daar al-Fikr, 2005), hal. 207. 
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Kedua, Abdullah Saeed menguasai Hukum Islam dan HAM. Hal ini dibuktikan 

dengan karya-karyanya, antara lain Freedom of Religion, Apostasy, and 

Islam, 11 yang di dalamnya mengkaji mengenai kebebasan beragama dan 

kemurtadan. Adapun buku Islamic Thought: An Introduction,12 yang di dalam 

buku ini dia membahas tentang sejarah hukum Islam, prisnsip-prinsipnya, dan 

aliran-alirannya/mazhab-mazhabnya. Selain itu, dia juga menulis buku Human 

Rights and Islam13, yang di dalamnya dia membahas, di samping tentang HAM 

dan instrumen-intsrumennya, juga membahas tentang dasar-dasar penetapan 

hukum dalam Islam khususnya yang terkait dengan hak dasar umat manusia.  

Ketiga, Abdullah Saeed merupakan pemikir muslim kontemporer yang 

memiliki ide-ide segar dalam bidang penafsiran Al-Qur’an. Dalam hal ini dia 

berpandangan bahwa Al-Qur’an sebaiknya ditafsirkan dengan pendekatan 

kontekstualis.14 Di antara ayat Al-Qur’an yang dia tafsirkan adalah ayat-ayat yang 

terkait dengan HAM dan kebebasan beragama. 

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka dalam hal ini penulis 

mengangkat judul “Kebebasan Pindah Agama dalam HAM dan hukum Islam: 

Studi Pemikiran Abdullah Saeed”. 

 

 

 

11 Lihat Abdullah Saeed, Freedom of Religion, Apostasy, and Islam, (London: Routledge, 
2016) 

12 Lihat Abdullah Saeed, Islamic Thought: An Introduction, (London: Routledge, 2006). 
13 Lihat Abdullah Saeed, Human Rights and Islam: An Introduction to key Debates 

between Islamic Law and International Human Rights Law. (Cheltenham: Edward Elgar, 2018). 
14 Lihat Abdullah Saeed, Interpreting the Quran: Towards a Contemporary Approach, 

(London: Routledge, 2006). 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, penyusun tertarik 

untuk merumuskan permasalahan yang akan dikaji secara lebih terperinci. Maka 

dari itu penulis menyusun rumusan masalah yang akan dilakukan dalam penelitian 

ini antara lain: 

1. Bagaimana pemikiran Abdullah Saeed mengenai kompatibilitas antara hak 

asasi manusia dan hukum Islam tentang kebebasan pindah agama? 

2. Bagaimana relevansi pemikiran Abdullah Saeed tentang kebebasan pindah 

agama bagi perundang-undangan di Indonesia? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan 

diatas maka penulis mampu menjawab persoalan tersebut dengan pembahasan 

yang mudah dipahami dan terarah dengan baik. Adapun tujuan dan kegunaan 

penilitan yang ingin disampaikan yaitu antara lain: 

 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui pemikiran Abdullah Saeed mengenai kompatibilitas antara 

hak asasi manusia dan hukum Islam tentang kebebasan pindah agama. 

b. Untuk mengetahui relevansi pemikiran Abdullah Saeed tentang kebebasan 

pindah agama bagi perundang-undangan di Indonesia. 

 

 



 

7 

2. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa: 

 

a. Kegunaan Teoritis 

1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa ilmu 

pengetahuan khususnya dalam bidang relasi hukum Islam dan HAM. Selain 

itu, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi tambahan referensi 

penulisan suatu karya yang berkaitan dengan HAM dan hukum Islam serta 

sebagai syarat mutlak untuk kelulusan strata satu Ilmu Hukum. 

2) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran bahwa hukum Islam 

dapat dikombinasikan dengan HAM. 

 

b. Kegunaan Praktis 

1) Hasil dari penelitian ini berguna untuk memberikan informasi terkait dengan 

pemikiran Abdullah Saeed mengenai HAM dari sudut pandang hukum Islam 

yang diharapkan produk dari pemikirannya dapat menjadi bahan bagi 

pemerintah Indonesia dalam pembaharuan peraturan perundang-undangan 

khususnya dalam koridor HAM tentang kebebasan beragama. 

2) Memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar 

Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri 

Sunan Kalijaga Yogyakarta. 
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D. Telaah Pustaka 

Topik mengenai HAM bukanlah suatu pembahasan yang baru dalam ruang 

lingkup akademis. Begitu pula dengan pembahasan mengenai peran hukum Islam 

dalam memberikan pengaruh terhadap konsep terbentuknya hal tersebut. Hal ini 

dibuktikan dengan banyaknya karya-karya yang membahas tentang relasi antara 

hukum Islam dan HAM. Dalam melakukan penelusuran literatur terkait dengan 

tema “Kebebasan Pindah Agama dalam HAM dan hukum Islam: Studi Pemikiran 

Abdullah Saeed” yang diangkat, penulis menemukan beberapa tulisan hasil 

penelitian yang berkaitan dengan tema penelitian agar dapat terhindar dari 

kemungkinan pengulangan penilitan yang pernah dilakukan sebelumnya adalah 

sebagai berikut: 

Pertama, Skripsi yang disusun oleh Ahmad Zuhri Indra dengan judul “Hak 

Asasi Manusia dalam Hukum Islam (Studi Pemikiran Abdullah Ahmed An-Na’im 

dan Muhammed Abid Al-Jabiri)”. Penelitian ini diterbitkan oleh Fakultas Syari’ah 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 15  Penelitian ini bersifat 

deskriptif-analitik dengan menggunakan pendekatan rasionalistik. Berawal dari 

isu Deklarasai Hak Asasi Manusia Universal PBB yang menuai banyak 

kontroversi khususnya dikalangan pemikir muslim kontemporer, penelitian ini 

mengulas tentang perbedaan kerangka pikiran yang digagas oleh Abdullah Ahmed 

An-Nai’im dan Muhammed Abid Al-Jabiri terhadap persoalan HAM universal 

dan keterlibatan pemikiran mereka terhadap penetapan hukum. Hasil dari 

15  Ahmad Zuhri Indra,“Hak Asasi Manusia dalam Hukum Islam (Studi Pemikiran 
Abdullah Ahmed An-Na’im dan Muhammed Abid Al-Jabiri)”, Skripsi, Univeritas Islam Negeri 
Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syariah, Yogyakarta, (2004). 
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penelitian ini berupa gagasan Abdullah Ahmed An-Nai’m yang beranggapan 

bahwa konsep HAM Universal dianggap selaras dengan hukum Islam bahkan 

cenderung lebih sesuai digunakan pada era saat ini dibandingkan dengan Hukum 

Islam yang terkadang bersifat deskriminatif. Karena sejatinya HAM dibentuk 

untuk kemanusiaan sehingga An-Na’im menyingkap bahwa produk hukum seperti 

inilah yang semestinya relevan dengan keadilan manusia. Sedikit berbeda dengan 

gagasan Abid Al-Jabiri yang bersikap menerima ide gagasan HAM dari satu sisi, 

akan tetapi ia lebih menekankan pada penerapan HAM yang tidak berlawanan 

dengan Hukum Islam. Sementara pada penelitian yang akan penulis lakukan jelas 

berbeda dengan skripsi diatas. Perbedaan yang dimaksud berupa perbedaan subjek 

tokoh yang diteliti dan pokok pembahasannya dimana skripsi diatas membahas 

mengenai kesesuaian penegakkan HAM dengan Hukum Islam sedangkan penulis 

akan mengulas mengenai kebebasan beragam seorang individu dalam perspektif 

HAM dan Hukum Islam. 

Kedua, Thesis yang disusun oleh Nanang Kosim dengan judul “HAM dalam 

Perspektif Islam (Studi Perbandingan Pemikiran antara Al-Maududi dan An-

Na’im dalam Merespon Deklarasi Universal HAM)”. Penelitian ini diterbitkan 

oleh Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.16 

Jenis penelitian yang digunakan dalam karya tulis tersebut berupa penelitian 

pustaka (library research). Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik dengan 

menggunakan pendekatan historis-sosiologis. Dalam penelitiannya ia 

16 Nanang Kosim,, “Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam (Studi Perbandingan 
Pemikiran antara Al-Maududi dan An-Na’im dalam Merespon Deklarasi Universal HAM)”, Tesis, 
Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syariah, Yogyakarta, (2002). 
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menjabarkan mengenai pandangan Al-Maududi dan An-Na’im dalam menjawab 

problematika Deklarasi Universal HAM (DUHAM) dalam sudut pandang hukum 

Islam yang kontradiktif. Hasil dari penelitian ini menyampaikan bahwa Al-

Maududi melakukan penolakan secara tegas terhadap nilai-nilai HAM yang 

berasal dari Barat, karena menurutnya Islam telah mengatur semuanya dan 

nampaknya Al-Maududi berusaha memaksakan diri melakukan Islamisasi 

terhadap HAM. Sementara An-Na’im bertolak belakang dengan pandangan Al-

Maududi, seharusnya ajaran-ajaran Islam yang masih bertentangan dengan HAM 

universal harus ditafsirkan ulang demi sebuah kemaslahatan. Ia mencontohkan 

perbudakan, diskriminasi berdasarkan gender dan agama, yang secara universal 

tidak diakui dunia internasional, sementara banyak negara-negara Islam yang 

masih menerapkannya. Terdapat perbedaan pada penelitian yang akan dilakukan 

penulis dengan tesis yang sudah dipaparkan diatas. Perbedaan yang dimaksud 

berupa subjek tokoh yang diteliti dan pokok pembahasannya dimana tesis diatas 

membahas mengenai kesesuaian penegakkan HAM dengan Hukum Islam 

sedangkan penulis akan mengulas mengenai kebebasan beragama seorang 

individu dalam perspektif HAM dan Hukum Islam. 

Ketiga, Skripsi yang disusun oleh Bahrul Haq Al-Amin dengan judul 

“Kebebasan Beragama di Indonesia dalam Perspektif M. Dawam Rahardjo”. 

Penelitian ini diterbitkan oleh Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam 

Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 17  Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik. 

17 Bahrul Haq Al-Amin, “Kebebasan Beragama di Indonesia dalam Perspektif M. Dawam 
Rahardjo”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Ushuluddin dan 
Filsafat, Jakarta, (2009). 
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Jenis penelitian yang digunakan pada karya ilmiah tersebut berupa penelitian 

kepustakaan (library research). Penelitian ini mengkaji mengenai diskursus 

konsep kebebasan beragama dalam perspektif M. Dawam Rahardjo di Indonesia 

di mana hakikat negara Indonesia memiliki ambiguitas yang bukan menjadi 

negara sekuler maupun negara agama. Hasil dari penelitian yang telah dikaji oleh 

Bahrul Haq Al-Amin bahwa definisi kebebasan beragama belum juga dipahami 

dengan benar oleh negara Indonesia yang berujung pada pelanggaran hak 

kebebasan beragama yang tak kunjung selesai sampai saat ini. Kebebasan 

beragama di Indonesia menurut M. Dawam Rahardjo tidak hanya bisa dipahami 

sebagai hak untuk memilih dan memeluk agama saja, namun kebebasannya perlu 

dibatasi oleh hukum agar tidak mengganggu ketertiban umum, penyebaran 

kebohongan publik, atau pelanggaran lain yang merugikan masyarakat. Ia 

mengatakan bahwa bangsa Indonesia perlu menelaah kembali Pancasila sebagai 

jaminan pertama atas kebebasan beragama, karena Pancasila secara jelas 

disemangati oleh trilogi sekularisme, liberalisme, dan pluralisme, di mana ketiga 

hal tersebut menjadi ideologi penting untuk menjamin kebebasan beragama di 

Indonesia. Baginya, kebebasan beragama sebagai HAM perlu ditransformasikan 

menjadi hak sipil warga negara. Transformasi tersebut tentunya harus dirumuskan 

dengan seksama oleh pemerintah yang melibatkan DPR berupa sebuah regulasi 

yang jelas dan ditaati oleh semua pihak. Sehingga permasalahan mengenai 

penegakkan hak kebebasan beragama merupakan perjuangan politik juga. Karena 

penegakkan kebebasan beragama merupakan cerminan dari kualitas demokratisasi 

di Indonesia. Adapun perbedaan yang akan dilakukan penulis berbeda dengan 



 

12 

skripsi diatas. Perbedaan yang dimaksud berupa subjek pemikiran tokoh yang 

diteliti dimana skripsi diatas meneliti mengenai pemikrian M. Dawam Rahardjo 

sedangkan penulis akan mengulas mengenai pemikiran Abdullah Saeed. 

Keempat, Skripsi yang disusun oleh Abdul Qodir dengan judul “Kebebasan 

Pindah Agama dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM”. Penelitian ini 

diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif 

Hidayatullah Jakarta. 18 Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik. Jenis penelitian 

yang digunakan pada karya ilmiah tersebut berupa penelitian kepustakaan (library 

research). Dalam penelitiannya ia menjabarkan mengenai kesesuaian antara 

norma hukum Islam dan HAM terhadap kebebasan berpindah agama yang 

berhubungan dengan sanksi yang diberikan kepada pelaku pindah agama. Hasil 

dari penelitian ini menyimpulkan bahwa Islam klasik berpandangan bahwa 

perbuatan pindah agama adalah perbuatan yang patut untuk dihukum mati dan 

secara tegas memaksa pengikutnya agar kembali lagi pada agama awalnya. 

Pandangan ini diperkuat oleh pendapat empat pilar mazhab besar yang 

berpengaruh dalam penetapan hukum Islam. Sedangkan Islam modern 

memandang bahwa sanksi hukuman mati bagi orang yang berpindah agama 

dianggap sudah tidak relevan, karena Islam kontemporer beranggapan bahwa 

kepercayaan dan adat istiadat di setiap negara mempunyai banyak keberagaman. 

Hukuman mati jika mengacu pada HAM pun tidak dapat dibenarkan, karena 

bertolak belakang dengan prinsip HAM itu sendiri, yaitu hak kebebasan beragama 

18 Abdul Qodir, “Kebebasan Pindah Agama dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM”, 
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, Jakarta, 
(2008). 
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dan hak untuk hidup. Adapun perbedaan yang akan dilakukan penulis berbeda 

dengan skripsi diatas. Perbedaan yang dimaksud berupa subjek yang dipilih 

penulis tak hanya membicarakan mengenai sanksi pindah agama menurut HAM 

dan hukum Islam, namun menjabarkan hasil pemikiran Abdullah Saeed tentang 

hak pindah agama. 

 

E. Kerangka Teori 

1. Teori Hakikat Hak Asasi Manusia 

Pembahasan mengenai hak kodrati tak akan lepas apabila memperbincangkan 

HAM, karena sejatinya hak kodrati ini dianggap menjadi salah satu cikal bakal 

HAM yang sudah dikembangkan Thomas Aquinas sejak abad pertengahan. Hal 

tersebut kemudian disempurnakan oleh John Locke. Menurut John Locke, seorang 

filsuf dari Inggris yang sekaligus menjadi civitas akademik Oxford University, 

dalam bukunya Two Treatise of Government mengatakan bahwa hak kodrati 

merupakan hak yang dimiliki setiap insan bahkan sebelum pemerintahan ada pada 

sebuah negara. 19  Setiap individu dikaruniai oleh alam, hak yang inheren atas 

kehidupan, kebebasan dan harta, yang merupakan milik mereka sendiri. Oleh 

sebab itu, hak kodrati tidak dapat dicabut dan dipindahkan oleh negara. John 

Locke juga mempostulatkan bahwa untuk menghindari ketidakpastian hidup 

dalam alam ini, umat manusia telah mengambil bagian dalam suatu kontrak sosial 

atau ikatan sukarela, yang dengan itu penggunaan hak mereka yang tidak dapat 

 19  Carolus Boromeus Kusmaryanto, “Hak Asasi Manusia atau Hak Manusiawi” 
(Fundamental Human Rights or Human Rights),” Jurnal HAM, Vol. 12:3 (Desember 2021), hlm. 
527. 
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diambil oleh siapapun. 20  Hak kodrati merupakan hak yang setara bagi umat 

manusia, tidak ada perbedaan baik untuk laki-laki maupun perempuan. Dalam 

bukunya, John Locke mengatakan bahwa semua manusia mempunyai kodrat yang 

sama dan dalam kebebasan kodratinya tidak boleh ditaklukan kepada kehendak 

atau otoritas orang lain.21  

Berbeda dengan hak kodrati yang melandaskan gagasannya pada ranah 

moralitas, adapun teori hak positivisme yang bertolak belakang dengan eksistensi 

hak kodrati. Para positivist mengkritik habis-habisan karena prinsip moralitas 

tidak dapat dibuktikan keberadaannya. Menurut mereka, hakikat hak asasi 

manusia didasarkan pada kepentingan atau utilitas manusia untuk mencapai 

kebahagiaan tertentu dan harus dilandasi pada orientasi ilmiah, bukan didasarkan 

pada suatu hal yang bersifat metafisika. 22  Kebahagiaan yang dimaksud yaitu 

kebahagiaan yang dapat diterima dan menguntungkan manusia secara 

menyeluruh, artinya hak individu seseorang berada dibawah kepentingan 

masyarakat secara umum. Teori positivisme ini sering kali disebut dengan teori 

utilitarian. Teori ini tak bisa lepas dari gagasan yang dibawakan oleh Jeremy 

Bentham, ia mengusung istilah the Greatest Happiness of the Greatest Number 

yang berarti kebahagiaan mayoritas masyarakat menjadi taraf ukur krusial 

diberlakukannya suatu hukum yang salah satunya bertujuan untuk menjamin hak 

20 Scott Davidson, Hak Asasi Manusia: Sejarah Teori, dan Praktek dalam Pergaulan 
Internasional, terj. A. Hadyana Pudjaatmaka, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2008), hlm. 37. 

21 Carolus Boromeus Kusmaryanto, “Hak Asasi Manusia atau Hak Manusiawi…”, hlm. 
527. 
 22  Thomas Hobbes, Cambridge Dictionary of Philosophy, (London: Cambridge 
University Press, 1999), hlm. 386-390,  Kees Bertens, Ringkasan Sejarah Filsafat, (Yogyakarta: 
Kanisius, 1998), hlm. 51. 
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asasi manusia.23 Dalam pandangan teori utilitarian ini, keberadaan moralitas pada 

spektrum hukum harus secara tegas dipisahkan dan pemberlakuannya harus secara 

resmi diatur oleh negara. 

Adapun dua konsepsi hakikat manusia yang dikaji dari segi sifat dan 

kedudukan hak asasi manusia, yaitu paham universalitas dan relatifitas.24 Konsep 

pertama mengartikan hak asasi manusia berlaku untuk setiap individu yang 

bersifat universal tanpa memandang politik, ekonomi, agama, dan budaya 

sebagaimana yang terlampir pada DUHAM. Paham ini dikenal sebagai paham 

universalitas HAM. Pada umumnya konsepsi universalitas HAM ini dianut oleh 

negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan negara-negara Eropa Barat. 

Sedangkan paham relatifitas HAM memandang bahwa konsep hak asasi manusia 

tidak dinilai sepenuhnya secara universal, melainkan keberadaan HAM tersebut 

ada karena situasi dan kondisi tertentu yang terjadi pada masyarakat. Penganut 

paham relativitas ini cenderung memiliki pandangan bahwa hukum dan nilai 

moral yang berlaku berdasarkan pada masyarakat yang ada, akibatnya bisa saja 

hak-hak mendasar yang dianut oleh kelompok berpaham universalitas mungkin 

saja diabaikan. Paham relativitas HAM ini biasanya dianut oleh negara-negara 

yang sedang berkembang.25 

 23 Endang Pratiwi, dkk., “Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau 
Metode Pengujian Produk Hukum”, Jurnal Konstitusi, Vol. 19:2 (Juni 2022), hlm. 273. 
 24 Ikhwan Matondang, “Universalitas dan Relativitas HAM’, Jurnal MIQOT, Vol. 32:2, 
(Desember 2008), hlm. 204. 
 25 Anhar Gonggong, Sejarah Pemikiran Hak Asasi Manusia di Indonesia, (Jakarta: 
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan R.I., 1995), hlm. 24. 
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Teori hak hakikat hak asasi manusia ini akan digunakan dalam penelitian ini 

untuk mengetahui dan mengidentifikasi pandangan Abdullah Saeed tergolong 

pada hakikat HAM yang seperti apa dalam menanggapi kebebasan pindah agama. 

 

2. Teori Tipologi Pemikiran Tafsir 

Menurut Abdullah Saeed, pendekatan pada penafsiran terhadapat teks Al-

Qur’an di zaman sekarang dapat dikelompokkan menjadi tiga kalangan: yaitu 

tekstualis, semi-tekstualis, dan kontekstualis. Pembagian kalangan penafsiran ini 

dibagi berdasarkan apakah hanya karena kriteria linguistik untuk memahami 

makna teks atau dapat dipahami pula dari konteks sosio-historis Al-Qur’an saat 

penurunan ayatnya dengan dihubungkan dengan konteks kontemporer saat ini. 

Pertama, Kalangan Tekstualis. Seperti namanya, kalangan ini memahami Al-

Qur’an dan hadis hanya melalui apa yang tertulis di dalamnya. Bagi kalangan 

tekstualis, Al-Qur’an diturunkan sebagai petunjuk umat Islam dan 

mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari secara mutlak tanpa melihat apa 

kebutuhan yang diperlukan sesuai perkembangan zaman di era modern ini. 

Mereka memandang bahwa makna Al-Qur’an sudah begitu adanya sesuai apa 

yang telah diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW.26 Seperti contoh, jika dalam 

Q.S Surat Al-Mumtanah: 9 menjelaskan bahwa Allah melarang kaum muslimin 

untuk menjadikan orang kafir sebagai kawan. 27  Ayat ini sekilas menjelaskan 

bahwa muslim dilarang berteman atau menjalin hubungan dengan non-muslim. 

26 M. Solahudin, “Membincang Pendekatan Kontekstualis Abdullah Saeed dalam Memahami 
Al-Qur’an”, Jurnal QOF, Vol. 2: 1 (Januari 2018), hlm. 55. 

27 Q.S Al-Mumtanah: 9. 



 

17 

Namun apakah ayat ini hanya mampu dipahami secara teks saja? Pada 

kenyataannya, kemungkinan untuk menutup hubungan dengan non-muslim adalah 

hal yang tidak mungkin. Karena hal tersebut justru dapat menimbulkan konflik 

antar umat beragama. Kalangan ini beranggapan bahwa apa yang sudah tertulis 

maka itulah yang seharusnya dilaksanakan tanpa perlu memerhatikan kajian 

sosio-historis pada waktu ayat itu diturunkan. Penganut pemahaman tekstualis ini 

pada umumnya disebut dengan kelompok tradisionalis dan salafi. 

Kedua, Kalangan Semi-Tekstualis. Pada dasarnya, kalangan ini juga 

memahami ayat-ayat Al-Qur’an sebagaimana kalangan tekstualis, yakni lebih 

menekankan kajian secara linguistik dan mengesampingkan kajian sosio-historis. 

Tetapi bagi mereka, terdapat kandungan ethico-legal dengan idiom modern 

sebagai bentuk pembelaan. Kalangan ini biasanya tergabung dalam golongan neo-

revivalis, contohnya seperti Ikhwanul Muslimin (Muslim Brotherhood) di Mesir 

dan Jamaati Islami di anak benua India.28 

Ketiga, Kalangan Kontekstualis. Seperti namanya, kalangan kontekstualis 

merupakan kelompok yang memahami Al-Qur’an dengan menekankan pada 

konteks sosio-historis, politis, budaya, dan ekonomi pada saat ayat tersebut 

diwahyukan, ditafsirkan, maupun diamalkan. Kalangan ini memberi kebebasan 

yang luas untuk para pakar Islam kontemporer untuk menentukan manakah aspek 

yang dapat diubah (mutable, changeable, al-zanniyat) dan manakah aspek yang 

bersifat absolut (immutable, unchangetable, qat’iyat) dalam ruang lingkup ethico-

legal. Salah satu contoh yang termasuk dari kalangan kontekstualis ini ialah 

28 M. Solahudin, “Membincang Pendekatan Kontekstualis Abdullah Saeed…”, hlm. 55. 
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Abdullah Saeed yang juga dikenal sebagai kalangan neo-modernis. Kalangan ini 

pada umumnya tergolong sebagai kelompok pemikir muslim 

progresif. 29 Sedangkan Sahiron Syamsuddin mengutarakan klasifikasi diatas 

belum meng-cover aliran penafsiran Al-Qur’an secara menyeluruh. 30  Adapun 

penggolongan aliran penafsiran menurut Sahiron Syamsuddin ialah: 

Pertama, Kalangan Quasi-Obyektivis Konservatif. Kalangan ini menganut 

pandangan bahwa pemahaman, penafsiran, dan pengamalan Al-Qur’an sejatinya 

harus dilakukan sebagaimana Al-Qur’an itu dipahami, ditafsirkan, dan diamalkan 

pada kondisi di mana Nabi Muhammad SAW mengajarkannya kepada generasi 

Muslim awal. Istilah populer yang dibawa oleh kalangan ini adalah Al-Qur’an 

salih li-kulli zaman wa makan yang berarti pesan pada Al-Qur’an yang 

diterangkan secara tertulis memang harus diaplikasikan pada kehidupan manusia 

kapanpun dan dimanapun. Negara-negara yang menganut paham penafsiran ini 

pada umumnya adalah negara Islam. Tujuan kalangan dengan paham ini hanya 

fokus terhadap makna obyektif atau makna asal (objective meaning/original 

meaning) ayat tertentu dengan menggunakan perangkat metode ilmu klasik, 

seperti ilmu asbab al-nuzul, ilmu munasabat al-ayat, ilmu tentang ayat-ayat 

muhkam dan mutashabih, dan lain sebagainya.31 

Kedua, Kalangan Subyektivis. Yakni aliran penafsiran yang memahami tiap 

penafsiran sepenuhnya merupakan produk subyektivitas penafsir. Salah satu 

contoh tokoh yang menganut aliran ini ialah Hasan Hanafi. Menurutnya, setiap 

29 Ibid., hlm. 56. 
 30  Sahiron Syamsuddin, Pendekatan Ma’na-Cum-Maghza atas Al-Qur’an dan Hadis: 
Menjawab Problematika Sosial Keagamaan di Era Kontemporer, (Bantul: Lembaga Ladang Kata 
dan Asosiasi Ilmu Alquran & Tafsir se-Indonesia, 2020), hlm. 3. 
 31 Ibid., hlm. 4. 
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penafsiran Al-Qur’an tidak luput dari kepentingan dan ketertarikan penafsirnya, 

karena penafsiran sifatnya pluralistik. Tidak ada kata benar atau salah dalam 

menginterpretasikan suatu teks, yang ada hanya perbedaan pendekatan dari sudut 

pandang yang berbeda dengan motivasi yang berbeda pula.32 Dengan demikian, 

kalangan ini sepakat bahwa setiap generasi mempunyai haknya masing-masing 

untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Qur’an berdasarkan perkembangan ilmu 

pengetahuan pada saat itu, baik itu ilmu fisika maupun non-fisika.33 

Ketiga, Kalangan Quasi-Obyektivis Progresif. Kalangan ini mempunyai 

kesamaan dengan Quasi Obyektivis Konservatif jika dipandang dari segi 

penggalian makna asal dengan menggunakan metode ilmu tafsir. Namun 

perbedaannya terletak pada makna asal historis hanya digunakan sebagai batu 

loncatan bagi pembaca Al-Qur’an di masa sekarang. Makna tekstual dari sebuah 

ayat tidak lagi dipandang sebagai pesan utama Al-Qur’an, melainkan makna 

kontekstual dibalik ayat tersebut yang harus diimplementasikan dimasa sekarang 

dan yang akan datang.34 Karena, makna kontekstual adalah inti dari inti. Sebuah 

pesan utama yang bersifat satu. Berbeda dengan makna tekstual yang sifatnya 

multi-tafsir dan subyektif. Aliran Quasi-Obyektivis Progresif ini merupakan aliran 

yang dirasa cocok pada peradaban manusia seperti apa pun, di mana konteks dan 

kebutuhan manusia terus menyesuaikan pada perkembangan zaman dan ilmu 

pengetahuan.35 

 32 Hasan Hanafi, Method of Thematic Interpretation of the Qur’anI, dalam Stefan Wild, 
The Qur’an as Text (Leiden: Brill, 1996), hlm. 203. 
 33 Sahiron Syamsuddin, Pendekatan Ma’na-Cum-Maghza atas Al-Qur’an dan Hadis…, 
hlm. 6. 
 34 Ibid., hlm. 7. 
 35 Ibid., hlm. 8. 
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Teori tipologi pemikiran tafsir ini akan digunakan untuk menganalisa 

pemikiran Abdullah Saeed agar dapat mengualifikasikan kategori gaya penafsiran 

dalam argumentasi-argumentasinya menafsirkan ayat-ayat HAM dalam Al-

Qur’an. 

 

3. Teori Kebebasan Beragama dan Pindah Agama 

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam ICCPR Pasal 18 Ayat 1,36 dapat 

disimpulkan bahwa kebebasan beragama dapat dibagi menjadi dua dimensi: yaitu 

dimensi internum dan dimensi eksternum. Dimensi internum merupakan orientasi 

kebebasan beragama seseorang yang bersifat pribadi dan sangat internal sehingga 

bersifat absolut yang meliputi kehidupan spiritual, kebebasan moral, dan 

kebebasan untuk memilih atau mengganti agama dan keyakinannya.37 Namun hal 

tersebut bukan berarti dimensi internum mencakup pula hak-hak untuk 

melaksanakan praktik keagamaan pada ruang publik. Hal ini diatur pada 

pembagian dimensi kebebasan beragama yang kedua. Dimensi kedua yang 

dimaksud ialah dimensi eksternum. Dimensi eksternum merupakan kebebasan 

yang menegaskan bahwa setiap orang memiliki kebebasan, secara individu atau 

dalam masyarakat, secara publik maupun pribadi untuk memanifestasikan agama 

36  International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) Pasal 18 Ayat 1 
berbunyi: “Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, keyakinan, dan beragama. Hak ini 
mencakup kebebasan untuk menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan 
kebebasan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum 
atau tertutup, untuk menjalankan agama dan kepercayaannya dalam kegiayan ibadah, pengamalan, 
dan pengajaran.” 

37  Alamsyah M. Dja’far dkk., Hak atas Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan di 
Indonesia, (Jakarta: Wahid Foundation, 2016), hlm. 123. 
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dan kepercayaannya dalam pengajaran, pengamalan, dan peribadatannya. 38 

Dimensi eksternum disebut juga dengan kebebasan untuk bertindak (freedom of 

act).39 

Demikian dapat disimpulkan berdasarkan pernyataan diatas bahwa dimensi 

kebebasan beragama berkaitan satu sama lain dan bukanlah penetapan hak yang 

tidak ada pembatasannya sama sekali, melainkan kebebasan yang tetap harus 

berjalan pada koridornya yang telah dituangkan dalam ICCPR pasal 18 ayat 3 

bahwa HAM, dalam hal ini adalah hak kebebasan beragama hanya dapat dibatasi 

oleh ketentuan hukum yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, 

kesehatan atau moral masyarakat, atau hak dan kebebasan mendasar orang lain. 

Teori dimensi kebebasan beragama dan pindah agama ini akan digunakan 

untuk menganalisa pemikiran Abdullah Saeed dalam mengualifikasikan 

kebebasan pindah agama sebagai hak yang perlu ditindak secara pidana atau tidak 

jika mengacu pada instrumen HAM. 

 

F. Metodologi Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yaitu sebagai 

berikut:  

1. Jenis penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam karya tulis ini berupa upaya 

penelitian kepustakaan (library research). Dengan kata lain penelitian ini 

merupakan penelitian yang berusaha menganalisis berbagai macam bahan 

38 Ibid., hlm. 125. 
39 Ibid., hlm. 123. 
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kepustakaan dari berbagai sumber. Penelitian kepustakaan dapat diartikan sebagai 

serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan memanfaatkan metode pengumpulan 

data pustaka serta mengolah bahan penelitian tanpa memerlukan riset lapangan.40  

2. Sifat penelitian 

Sebagaimana penelitian pustaka, maka dalam menganalisis data yang penulis 

kumpulkan, penyusunannya menggunakan metode deskriptif-analitik, yaitu data 

tentang pemikiran Abdullah Saeed terhadap kebebasan pindah agama dalam ruang 

lingkup HAM dan hukum Islam dikaji, dikelola, dan kemudian dianalisa secara 

sistematis. Setelah data terkumpul, kemudian penulis mendeskripsikan terlebih 

dahulu mengenai bagaimana penetapan hak kebebasan beragama dalam Deklarasi 

Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Pasal 18 dan hukum Islam yang 

bersumber dari Al-Qur’an dan hadis dan dilanjutkan dengan menganalisis 

pandangan Abdullah Saeed mengenai pembahasan tersebut. 

3. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif 

normatif. Kualitatif artinya mendeskripsikan dan menganalisa pernyataan-

pernyataan Abdullah Saeed di dalam karya-karyanya terlebih lagi yang berkaitan 

dengan HAM atau kebebasan pindah agama. Normatif artinya seperangkat kriteria 

dan aturan yang ada di dalam kerangka teori. Dalam hal ini semua, nantinya 

penulis akan menerangkan berdasarkan kerangka teori yang sudah disampaikan di 

atas. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang menggunakan teori-teori, 

40  Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 
2008), hlm. 1. 
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konsep-konsep, serta peraturan perundang-undangan sebagai landasan dan bahan 

utama dalam mengkaji suatu penelitian. 

4. Sumber Data 

a. Sumber Data Primer 

Penelitian ini dilakukan dengan berdasarkan sumber data yang diperoleh dari 

beberapa sumber yang dialmbil langsung dari Abdullah Saeed khususnya yang 

berkaitan dengan kebebasan beragama dan HAM, wawancara langsung dengan 

Abdullah Saeed via e-mail, dan wawancara dengan partisipan yang terkait dengan 

topik yang telah dipilih. 

b. Sumber Data Sekunder 

Dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan sumber data sekunder 

sebagai bahan pendukung penelitian berupa buku, jurnal, tesis, skripsi, dan 

beberapa karya lainnya tentang hak asasi manusia khususnya mengenai kebebasan 

pindah agama serta sejumlah regulasi mengenai HAM seperti Deklarasi Universal 

Hak Asasi Manusia (DUHAM) Pasal 18,  International Covenant on Civil and 

Political Rights (ICCPR) Pasal 18 tentang kebebasan beragama, UUD 1945 Pasal 

28E, UUD 1945 Pasal 28I, UUD 1945 Pasal 29, dan UU No. 39 Tahun 1999 

tentang hak asasi manusia, serta sejumlah aturan dalam KHI yang berkaitan 

dengan kebebasan beragama. 

5. Metode Pengumpulan dan Analisa Data 

Pengumpulan data penelitian ini dilakukan berupa dokumentasi atas 

pemikiran Abdullah Saeed yang berkaitan dengan HAM dan kebebasan pindah 

agama. Kemudian data-data tersebut akan diolah pada proses editing agar dapat 
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diketahui apakah data tersebut cocok dengan apa yang diperlukan pada penelitian 

kali ini. Selanjutnya penulis akan menganalisa menggunakan teori hakikat hak 

asasi manusia, teori tipologi pemikiran tafsir, dan teori kebebasan beragama dan 

pindah agama setelah semua data yang dimaksud terkumpul. Teori-teori tersebut 

akan digunakan untuk menjawab dan menyimpulkan rumusan masalah yang telah 

dipaparkan diatas. 

 

G. Sistematika Penelitian 

Sistematika dalam penyusunan skripsi terdiri dari bab pendahuluan, bab 

pembahasan, dan penutup, dengan tujuan penelitian disajikan secara runtut dan 

sistematis agar pada nantinya dapat mudah untuk menjawab rumusan masalah 

yang ada. Penyusun telah membuat sistematika pembahasan sebagai berikut :  

Bab pertama, memaparkan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, 

rumusan masalah yang akan dibahas oleh penulis, tujuan dan manfaat penelitian, 

telaah pustaka yang menjelaskan tentang perbedaan penelitian yang dilakukan 

oleh peneliti lainnya, metode penelitian yang menjelaskan cara untuk mencari 

kebenaran suatu penelitian, dan sistematika pembahasan yang menjelaskan 

gambaran secara keseluruhan penelitian yang akan disusun oleh penulis.  

Bab kedua, mengulas gambaran umum tentang kebebasan beragama, 

khususnya pindah agama menurut Hak Asasi Manusai (HAM) dan Islam. Bab ini 

diawali dengan pengertian HAM, kebebasan beragama menurut HAM, dasar 

hukum Islam tentang HAM, dan kontrversi di kalangan pemikir muslim tentang 

kebebasan pindah agama. Semua aspek yang dibahas di dalam bab ini merupakan 
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aspek-aspek yang memiliki relevansi dengan pembahasan-pembahasan pada bab-

bab selanjutnya. 

Bab ketiga, merupakan ulasan biografi Abdullah Saeed beserta deskripsi umum 

pemikirannya. Dalam bab ini akan mendeskripsikan riwayat hidup Abdullah 

Saeed, riwayat pendidikan yang ia tempuh, riwayat pekerjaannya, aksinya berupa 

karya-karya ilmiah yang sudah ia ditulis, pendekatan kontekstualis yang ia usung, 

landasan teoritis penafsiran kontekstual terhadap pandangannya, serta kajian 

kontekstual pemikirannya terhadap HAM. 

Bab keempat, menjelaskan dan menganalisis pemikiran Abdullah Saeed 

meliputi refleksinya atas fenomena HAM tentang kebebasan pindah agama, 

kompatibilitas HAM universal dan hukum Islam tentang kebebasan pindah agama 

dari sudut pandangnya, kedudukan hukum pindah agama dalam peraturan 

perundang-undangan di Indonesia, kemudian kontribusi pemikiran Abdullah 

Saeed terhadap kedudukan hukum pindah agama dalam perkara-perkara di 

Indonesia, khususnya pada perkara perdata. 

Bab kelima, merupakan penutup yang berisikan kesimpulan yang merupakan 

elaborasi atas permasalahan yang telah diangkat oleh penulis guna menjawab 

pokok masalah penelitian dengan ditambahkan saran yang dapat digunakan 

sebagai masukan dan tawaran dalam penelitian ini.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan apa yang telah disampaikan diatas, maka yang dapat peneliti 

simpulkan adalah sebagai berikut: 

 Pertama, Pada dasarnya, Abdullah Saeed berpandangan bahwa hak pindah 

agama sama seperti kebebasan beragama. Pemikiran Abdullah Saeed ini telah 

melakukan kompatibilitas antara HAM dan hukum Islam. Pemikiran 

kompatibilitas HAM dan hukum Islam ini didukung argumentasi sebagai berikut: 

Menunjukkan bahwa HAM menurut Abdullah Saeed didukung oleh instrumen-

instrumen HAM internasional yang telah ada, yaitu DUHAM Pasal 18, KIHSP 

Pasal 18. Bahkan instrumen HAM nasional juga mendukung pemikirannya, 

karena Indonesia termasuk dari salah satu negara yang menjamin kebebasan 

beragama warga negaranya. Instrumen HAM nasional tersebut yaitu UUD 1945 

Pasal 28E Ayat 1 dan 2, UUD 1945 Pasal 29, dan UU RI No. 39 Tahun 1999 

tentang Hak Asasi Manusia Pasal 22. Secara hukum Islam, pandangan Abdullah 

Saeed relevan dengan pesan kebebasan beragama yang telah diwahyukan pada 

Q.S Albaqarah: 256, Q.S Al-An’am: 108, bahkan konsensus atau ijma’ (politik 

ketatanegaraan pemerintah) berupa Piagam Madinah. Pandangan Abdullah Saeed 

ini ada karena kecenderungan penafsiran kontekstualisnya yang menganut prinsip 

progressive-ijtihadi atau bisa disebut juga Quasi-Obyektivis Progresif.  
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 Kedua, Abdullah Saeed memberikan argumentasinya bahwa agama sudah 

selayaknya harus dianggap menjadi kepentingan pribadi seorang warga negara. 

Dari perspektif Islam, kebebasan tersebut tak dapat direnggut oleh siapapun 

karena persoalan iman kepada Tuhannya hanya dapat dipertanggungjawabkan di 

akhirat kelak. Demikian juga dengan negara yang masih membatasi warga 

negaranya untuk berpindah keyakinan dengan peraturan perundang-undangannya, 

seperti halnya Qanun Aceh yang menerapkan larangan murtad bagi masyarakat 

Aceh. Apabila dipandang dari segi perdata, maka seharusnya pindah agama 

bukanlah hal yang sebetulnya tidak perlu dipermasalahkan lebih jauh. 

Kemungkinan pernikahan beda agama bisa jadi lebih dipertimbangkan mengingat 

perbedaan agama bukan alasan utama sebuah pertikaian terjadi dalam keluarga. 

Sebisa mungkin Majelis Hakim juga mendamaikan pasangan beda agama pada 

perceraian, karena bagaimana pun perceraian seharusnya bukanlah hal yang layak 

untuk dikabulkan hanya karena mengganti keyakinan. Hal ini pun sebaiknya tidak 

boleh di normalisasi oleh masyarakat, hal tersebut menyebabkan beberapa 

kalangan masyarakat menggunakan alasan pindah agama hanya untuk menjadi 

“jurus” guna memperlancar urusan perceraian mereka yang berimbas pada perkara 

yang lebih rumit kemudian, yakni permasalahan tentang hak waris dan hak asuh 

anak. Harapannya pemikiran Abdullah Saeed tentang “privatisasi” pindah agama 

ini dapat dijadikan pertimbangan untuk menekankan kebebasan pindah agama di 

Aceh, mengingat bahwa pandangan Abdullah Saeed berlandaskan dengan prinsip-

prinsip Islam. Karena memang salah satu tujuan progressive-ijtihadi yang ia anut 

adalah melakukan deskontruksi substansial hukum Islam klasik untuk 
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menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat di era modern yang mempunyai 

pola multi-kultural dan multi-agama. 

 

B. Saran 

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, mengingat penelitian ini hanyalah 

memaparkan kebebasan beragama pada spektrum pindah agama, maka sarann 

yang dapat diberikan untuk peneliti berikutnya untuk mengkaji kebebasan 

beragama pada aspek-aspek lainnya, seperti kebebasan pelaksanaan ritual 

keagamaan di ruang publik, kebebasan mendirikan tempat ibadah, dan lain 

sebagainya. Kemudian pemikiran Abdullah Saeed dapat dijadikan bahan untuk 

mempertimbangkan regulasi mengenai kebebasan pindah agama/murtad di 

Indonesia, agar peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak bertolak 

belakang dengan HAM khususnya terkait hak kebebasan memeluk dan mengganti 

agama. 
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